SALINAN

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/4/431.013/2026

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KASUS HUKUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

Menimbang

Mengingat

BUPATI SITUBONDO,

bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian
bantuan, pertimbangan, dan konsultasi hukum dalam rangka
melakukan upaya penyelesaian perkara secara litigasi dan/
atau non litigasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Situbondo, perlu menetapkan Tim Penyelesaian Kasus Hukum
Kabupaten Situbondo Tahun 2026 yang pelaksanaannya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6755);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11.

2

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014
tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2025 Nomor 8);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 58 Tahun 2022
tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan
Pemerintah = Kabupaten Situbondo (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 58);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2025,
Perubahan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun
2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah
Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 44);
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2025 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Tim Penyelesaian Kasus Hukum Kabupaten Situbondo Tahun
2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Keputusan ini.

Menugaskan kepada Tim Penyelesaian Kasus Hukum
Kabupaten Situbondo Tahun 2026 sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU, untuk :

a.

b.

melakukan upaya penyelesaian hukum di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Situbondo;

memberikan konsultasi dan mnasehat hukum, analisa
hukum, konklusi/kesimpulan hukum, serta pertimbangan-
pertimbangan yuridis lainnya;

melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah
maupun swasta di wilayah Republik Indonesia;

membuat, menandatangani, mengajukan surat-surat, dan
mengajukan tanggapan-tanggapan hukum;

melakukan tindakan lainnya yang dibenarkan hukum guna
kepentingan hukum Pemerintah Kabupaten Situbondo;
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
Situbondo.



KETIGA :  Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim
Penyelesaian Kasus Hukum Kabupaten Situbondo Tahun
2026, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun Anggaran 2026, dengan berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SITUBONDO,
ttd.
YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;

2.Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim vang bersangkutan.
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LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 2 Januari 2026
Nomor :100.3.3.2/4/431.013/2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KASUS HUKUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

KEDUDUKAN
NO. DALAM TIM JABATAN DALAM KEDINASAN

1. | Pengarah I a. Bupati Situbondo.
b. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo.

2. | Penanggungjawab Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

3. | Ketua Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Situbondo.

4. | Wakil Ketua Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
pada Kejaksaan Negeri Situbondo.

5. | Sekretaris Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

6. | Anggota a. 2 (dua) orang unsur dari Kejaksaan Negeri

Situbondo;

b. 2 (dua) orang Penyuluh Hukum pada Bagian
Hukum  Sekretariat Daerah  Kabupaten
Situbondo;

c. 1 (satu) orang Perancang Perundang-
undangan pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Situbondo;

d. 2 (dua) orang unsur dari Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,
ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO




